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a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO UTARA,

bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan
Bupati Barito Utara Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Peruhahan Kedua Atas Peraturan Bupali Barito Utara Nemor
40 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten
Barito Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Salu
Pintu Kabupaten Barito Utara, maka sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Barito Utara ;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penctapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat !l di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Tahun 1939 Nomor 72 Tambahan
Lembaran Negara Nemer 1820) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1l Tanah Laut, Daerah
Tingkalt II Tapin dan Dserah Tingkat Il Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tabun 1953 tentang
Pembentukan Baerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nemer 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
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9.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Koru psi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indeonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tamhbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
9587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokeler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemeriniah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomeor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4703);
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b. BELANJA LANGSUNG :
1. Belanja Pegawai :

- Semula Rp. 43.711.775.556,00

- Bertambah /{berkurang) Rp. 435.720.000,00
Jumiah setelah perubahan Rp, 44.147.495.556,00
2. Belanja Barang dan .Jasa :

- Semula Rp. 230.752.893.891,56

- Bertambah/(berkurang) Rp. 2.081.121.530,00

Jumlah setelah perubahan Rp. 232.844.015.421,56
3. Belanja Modal :
- Semula Rp. 335.191.244.419 .00
- Bertambah/(berkurang) (Rp. 12.472.166.175,00)
Jumlah setelah perubahan Rp. 322.719.078.224,00

3. Ketentuan pada Lampiran 1 dan Lampiran 11 diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran Il Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati Barito Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito

Utara.
Ditetapkan di Muara Teweh

DPPKA itiniam pada tanggal 17 Juni 2016
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